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BUPATI KEPULAUAN ARU
" PROVINSI MALUKU _

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
‘NOMOR ¢ TAHUN 20y
TENTANG

TA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIR PEMUNGUTAN
AK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

‘BUPATI KEPULAUAN ARU

bahwa dalam rangka melaksanalan Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata, Cara Pemberian

L

dan Pémaﬁfjéatag J_n_é_entif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Déerah, p{:rlu- ditetapkan‘dengan Peraturan Bupati
tcntang Tata Carg Pemberian dan Pemanfaatan Inéentif

P"emungutan Pajék Ibaerah dan Retribusi Daerah Kabupaten

Kepulauan Aru dengan. Peraturan Bupati.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 '

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Indonesia Tahun
1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686] sebagaiman telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3987); - : :

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189); o :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan
Aru di Propiri'si Maliku ( Lembaran-lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 }.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); i
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinatah Daerah
(Lemabaran-Negara Republik Indoseia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahanm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438}; :

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52 34);

9.. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 1983 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penegihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lemba_ra_n Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049};

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

192. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Utusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi " dan Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Adn}inistrasi pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain

14. Peraturan‘ Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tetang
Pembentukan Prosedur Hukum Daerah -

15. Peraturan Daeraﬂ Kabupaten Kepulauan Aru Nomeor 2 Tahun
2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Pt_:rkotaan

Kabupaten Kepulauan Aru.

16. Keputusan Gubef_nur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Rvaluasi 10 (sepulub) Nomor Register Peraturan Da‘erah_
Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribust
Daerah Kabupaten Kepulauan Ard

17. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/§O.HKM 8
TAM/111/ 14 Tanggal 25 Maret 20 14 Perihal Pemberian Nomor
Register 10 {sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru; 2




LN

DAERAH ' DAN
KEPULAUAN ARU,

Insentif adalah tambahan

- pajak dan retribusi

mendapatkan  imbalan sec
‘Retribusi Dacrah, yvang = se

. izin  tertentu yang khusus
.VPemerintah Daerah untuk kep
Satuan Kerja Perangkat Daerah
‘organisasi perangkat daerah

~ Kepulauan Arit

penghimpunan data objek
 penentuan besarnya pajak a‘tau
-penagihan pajak atau retr
retribusi seta pengawasan penye

Bupati, adalah Bupati Kepulaua

Sekretaris Daerah, adalah
Kepulauan Aru. : i

dan/atau retribusi daerah.

MEMUTUSKAN:

etapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
' DAN PEMAENFAATAN INSENT-IF PEMUNGUTAN  PAJAK

RETRIBUSI DAERAH  KABUPATEN

BABI
KETENTUAN UMUM
: Pasal 1
Feraturan Bupati ini yang dimaksud dengaﬂ:

S,In;éentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut

penghasilan  yang diberikan sebagai

.péhghargaan atas kinerja ‘tertentu dalam melaksanakan pemungutan

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib
;kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memalksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

ara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesér—besamya kemakmuran rakyat.

lanjutnya  disebut retribusi, adalah

Jpungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

disediakan ~dan/atau diberikan oleh
entingan orang pribadi atau badan.
,» yang selanjutnya disebut SKPD adalah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pemungutan adalah suaturangkaian  kegiatan mulai dari

dan subjek pajak atau retribusi,
retribusi yang terutang sampai kegiatan
busi kepada wajib pajak atau wajib
torannya.

n Aru‘.

- Waldl Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Aru,

Sekretaris Daerah Kabupaten

Dinas adalah Dinas Pcaiﬁdapétan Kabupaten Kepulauan Aru.
. Kepala SKPD adalah Kepala SKED pemungut pajak dan retribusi..
. Pihak lain adalah pihak yang membantu SKPD pemungut pajak daerah
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BABII
PEMBERIAN INSENTIF

Retribusi Daerah  diberikan
etribusi Daerah.

nsentif pemungutan Pajak Daerah dan

BAB 11T
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJA

K DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesaty

PENERIMA INSENTIF
{  Pasal 3

1an Retribusi Daergh.

Insentif sebagaimana  dimaksud pada ayat

(1} diberikan secara
‘broporsional kepada;:

- Bupati dan/atau Wakil Bupati

sebagai penanggung jawab
- pengelolaan keuangan Daerah;

. Sckretaris Daerah selaky koordinator pengelolazm keuangan Daerah:
Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru

selaku pelaksang pemungutan Pajak Daergh:

Pejabatdan pegawai -

masing-masing satuan kerja
daerah {SKPD)

pelaksana pemungutan Retribusi Daerah;
Pemungut Pajak Bumi  dan Bangunan

perangkat

pada tingkat
Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan
lain dan Camat, dan tenaga, lainnya yang ditugaskan oleh instansi
pelaksana pemungut Pajak Daer%h; dan
Pihak lain .yang membantu Instansi

pelaksanag pémungut Pajak
Daerah dan Retribusi Décrah.

emberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan/ atau Sekretaris
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unerasi

Retnbus
 pihak

mberian

mberian

f bersumb

Dinas Perhubungan,. Komunikasi dan Informatika

Dzﬁas Kelautan dan Perikanan:

D I _és Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

neningkatkan:

Kinerja instansi;

Pendapatan daerah; dan

‘Pelayanan masyarakat.

c«.«. AP LG u?c:..ib__ui iied MOIWELL  WIUCL et hail Ledliviaas llJ.L..LJ.S.L;J.J.O_L. ‘

il;gémasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD] pelaksana
wungutan Pajak dan Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (2}
uf d adalzh:

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

14

12s Kependudukan dan Pencatatan Sipil; n

Binas Pendapatan Daerah; | g
fas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;

a

T Pasal4

usi sebagaimana dimaksud dalam
a Penerima dan aparat penerima
i serta besaran insentif di lingkungan SKPD masing-masing

lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah dan

aerah untuk ditetapk:an dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5|

stan31 pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi

aerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

insentif dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk

. Semangat kerja pejabat atau pegawai instansi;

insentifr sebagéimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 1

1) kali pada tahun anggaran berikutnya.

Baglan Kedua
Pasal 6
SUMBER INSENTIF
er dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daera5h




y peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
: Pasal 7
'BESARAN INSENTIF

insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen} dari rencana

aan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun anggaran
aan untuk tiap _]CI‘llS Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yvang
akan pemungutannya. o

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
Anggara.n Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
an.

Pasal 8
ma insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Huruf a,
Huruf ¢ dan Huruf d untuk setiap bulannya dikelompokkan

sarkan  realisasi  penerimaan Pajak  dan Retribusi Tahun
ggaran sebelumnya.

sarnya insentif untuk pihak lain scbagaimana dimaksud pada Pasal 3
1?) 'Huruf e ditetapkan paling tinggi 5% (ima persen) dari
arnya msen’af yang d1tetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur -

Jam pasal 7 ayat (1).

D bﬂa dalam realisasi pembenan msentlf berdasarkan ketentuan

bagalmzma dimaksud : pada ayat. (1) terdapat sisa lebih, harus
setorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

nerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
vat(2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABIV
P’ENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

_ - Pasal 9. 7
Kepala SKPD pelaksana pemungut Pagjak Daerah dan Retribusi Daerah
fmenyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan Pasal 7.
Penganggaran insentif pemungutan - Pajak Daergh sebagaimana
dimaksud -ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsun-g
- yang diuraikan bérdas'arkan jenis belanja pegawai, objek -bel@Ja
‘ insentif perﬁungutan Pajak Daerah serta rincian obyek belanja Pajak
Daergh; ’

1 i ' 3 bagaimana
tif | pemungutan Retribusi Daerah sebag
Penganggaran msen. : P ;



1uraJkan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja

pemungutm Retribusi Daerah serta rincian obyek belanja

Pasal 10

»apabila memenuhi rencana penerimaan sebagalmana

target penc:i‘imaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada
un anggarantelah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran
: belum da?af dilakukan pada akhir Tahun anggaran
. pembarizih insentif diberikan pada tahun anggaran
yang pelaksanaannya sesuali  dengan ketentuan
"g-undangan

BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

__':SEntif untuk Tahun anggaran 2014 dapat dibayarkan mulai
ari 2012 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kepulauan Aru_ tahun anggaran 2014 dan dilakukan sesuai

ératuran Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
E Pasal 12
~yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
i teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan

sual dengan peraturan perundang—uﬁdangan vang berlaku.

Pasal 13
an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
etiap orang | mengetéhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

an Aru.




Ditetapkan di Dobo
pada tanggal {2 JUNT 2olY

- PEJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU

GODLIEFHWB 151US A. GaINAU )

KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR fg




TENTAN _ i~ P

Kepala Bidang

Kepala sup / Seksi
Staf Dinag

GODLIEF
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